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ABSTRACT

DETERMINANTS OF MOTOR VEHICLE TAX REVENUE IN SEVERAL
PROVINCES ON THE ISLAND OF SUMATRA IN 2015-2022

By
DENISA ARTA ULI MARGARETTA PASARIBU

This study aims to determine the effect of the number of motorized vehicles, the
number of working population, and CPI on motor vehicle tax revenue on the island of
Sumatra. The type of data used in this study is secondary data obtained from the Central
Statistics Agency (BPS) website. This study uses multiple linear analysis methods to
determine the effect of the variable number of motorized vehicles, the number of
working population, and CPI on motor vehicle tax revenue. The results of this study
indicate that the variable number of motorized vehicles has a positive and significant
effect on motor vehicle tax revenue on the island of Sumatra. The working population
variable has a negative and insignificant effect on motor vehicle tax revenue on the
island of Sumatra. Meanwhile, the CPI variable has a positive and insignificant effect
on motor vehicle tax revenue on the island of Sumatra.

Keywords: Motor Vehicle Tax Revenue, Number of Motor Vehicles, Number of
Working Population, and CPI



ABSTRAK

DETERMINAN PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
BEBERAPA PROVINSI DI PULAU SUMATERA TAHUN 2015-2022

Oleh
DENISA ARTA ULI MARGARETTA PASARIBU

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jumlah kendaraan bermotor,
jumlah penduduk bekerja, dan IHK terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor
beberapa Provinsi di Pulau Sumatera. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah data sekunder yang diperoleh dari website Badan Pusat Statistika (BPS).
Penelitian ini menggunakan metode analisis linier berganda untuk mengetahui
pengaruh variabel jumlah kendaraan bermotor, jumlah penduduk bekerja, dan THK
terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa variabel jumlah kendaraan bermotor berpengaruh positif dan signifikan
terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor beberapa Provinsi di Pulau Sumatera.
Variabel jumlah penduduk bekerja berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap
penerimaan pajak kendaraan bermotor beberapa Provinsi di Pulau Sumatera.
Sedangkan, variabel IHK berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penerimaan
pajak kendaraan bermotor beberapa Provinsi di Pulau Sumatera.

Kata Kunci: Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, Jumlah Kendaraan
Bermotor, Jumlah Penduduk Bekerja, dan IHK
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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sering kali, ketika kita pertama kali mulai mempertimbangkan konsep kemajuan,
kita menemukan bahwa kita secara otomatis mengaitkannya dengan modernisasi,
industrialisasi, dan bahkan westernisasi. Semua konsep ini didasarkan pada gagasan
transformasi. Keempat tahap kemajuan—pembangunan, modernisasi, dan
industrialisasi—melibatkan perubahan. Sekalipun keempat hal ini menunjukkan
tanda-tanda transformasi, keempatnya pada dasarnya berbeda satu sama lain karena
sejarah, prinsip panduan, dan karakteristiknya sendiri, serta gagasan uniknya
sendiri tentang apa yang merupakan kesinambungan (Riyadi dan Bratakusumabh,

2005).

Daerah perkotaan dan pedesaan sama-sama mengalami pembangunan yang pesat
di Indonesia. Meningkatkan kesejahteraan individu dan kolektif merupakan inti dari
pembangunan. Pasal 4 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa tujuan
bangsa Indonesia adalah untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Salah satu
tujuan pembangunan daerah adalah untuk membantu daerah memanfaatkan sumber
daya bersama mereka secara maksimal sehingga mereka dapat meningkatkan
perekonomian mereka dan menyediakan lebih banyak kesempatan kerja bagi

penduduk setempat.

Masyarakat yang adil dan makmur merupakan tujuan yang mengagumkan, tetapi
akan sulit untuk dicapai di Indonesia karena jumlah tenaga kerja yang besar dan
sumber daya alam yang melimpah. Namun, itu tidak akan cukup untuk membangun
negara sebesar itu. Oleh karena itu, perlu dilakukan tindakan yang disengaja dan
terarah (Gilarso, 2004). Cara lain untuk melihat pembangunan nasional adalah
sebagai perubahan yang disengaja dalam ekonomi, masyarakat, dan budaya yang
didorong oleh kebijakan dan strategi ke arah yang dipilih (Deddy T. Tikson, 2005).
Misalnya, ketika ekonomi mengalami transisi struktural, produksi sektor industri

dan jasa tetap sama atau berkembang dengan lebih cepat, yang mengarah pada



kontribusi yang lebih besar terhadap pendapatan nasional. Namun, ketika
industrialisasi dan modernisasi menyebar ke seluruh ekonomi, kontribusi sektor

pertanian akan menyusut dan meningkat pada tingkat yang lebih lambat.

Mendistribusikan kesejahteraan dalam bentuk akses yang adil terhadap sumber
daya sosial ekonomi termasuk pendidikan, perawatan kesehatan, perumahan, air
bersih, fasilitas rekreasi, dan keterlibatan politik adalah salah satu cara untuk
mengamati transformasi sosial. Bersamaan dengan itu, perubahan dalam standar
dan nilai sosial, seperti transisi dari spiritualisme ke materialisme/sekularisme, dan
pertumbuhan etos dan nasionalisme sering dikaitkan dengan revolusi budaya.
Perubahan dari lembaga yang sangat dihormati menjadi organisasi rasional
kontemporer, dan dari fokus pada prestasi akademik menjadi fokus pada
penguasaan materi. Oleh karena itu, pembangunan terjadi dalam kehidupan
masyarakat pada semua skala, dari makro (nasional) hingga mikro
(komunitas/kelompok): secara ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Pembangunan

sangat penting karena memungkinkan pertumbuhan, keragaman, dan kemajuan.

Dana diperlukan untuk mendukung semua pertumbuhan di tingkat nasional dan
regional untuk mencapai dan mewujudkan masyarakat yang berkembang.
Pajak menyediakan satu aliran pendapatan. Sebagaimana dinyatakan dalam
Undang-Undang No. Menurut Peraturan Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan (KUP) No. 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi yang wajib
diberikan oleh orang pribadi atau badan kepada negara sesuai dengan undang-
undang, tanpa menerima imbalan secara langsung. Kontribusi tersebut
dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan kemakmuran

negara.

Salah satu fungsi terpenting suatu negara adalah perpajakan. Pasalnya, semua
pengeluaran, termasuk yang di sektor pembangunan, sebagian didanai oleh
pajak, yang merupakan sumber pendapatan negara. Reformasi sistem
perpajakan, termasuk penyesuaian struktur pungutan federal dan daerah,

dipengaruhi oleh penerapan otonomi daerah tahun 1999.

Pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota merupakan dua komponen utama pajak

daerah. Pajak kendaraan bermotor, transfer, bensin, air permukaan, dan rokok



merupakan bagian dari sistem pajak provinsi. Namun, ada berbagai pajak
kabupaten dan kota, seperti pajak periklanan, hotel, hiburan, restoran, parkir, dan
lain-lain. (Resolusi No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Gaji). Karena
setiap daerah otonom (di sini berarti provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia)
memiliki sumber daya yang unik, semua pajak harus digunakan untuk mendanai
Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak merupakan sarana yang digunakan negara

untuk membiayai program pembangunan pusat dan daerahnya.

Seiring berjalannya waktu dan kebutuhan sekunder menjadi pusat perhatian, pajak
kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang
diperkirakan akan mengalami peningkatan. Setiap orang yang memiliki atau
menguasai kendaraan bermotor wajib membayar pajak kendaraan bermotor yang

ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Sebaliknya, terdapat eksternalitas negatif yang terkait dengan kepemilikan mobil,
yang jumlahnya terus meningkat setiap tahunnya. Kondisi lingkungan akan
terpengaruh oleh semakin banyaknya kendaraan bermotor di jalan raya. Emisi gas
rumah kaca dan polusi udara di kota-kota disebabkan oleh industri transportasi.
Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (2016), terdapat korelasi yang kuat antara
tingginya tingkat polusi udara yang disebabkan oleh lalu lintas dengan
meningkatnya risiko penyakit kardiovaskular, penyakit pernapasan, kanker, dan

kematian.

Hampir 90% polutan udara perkotaan dan sekitar 12% dari total emisi karbon
dioksida di Indonesia berasal dari transportasi jalan raya (Yudha, 2017). Mobil
tidak hanya berkontribusi terhadap pemanasan global dan polusi udara lokal
lainnya, tetapi juga menyebabkan kemacetan lalu lintas, kebisingan yang

berlebihan, dan kecelakaan.

Menyelesaikan masalah akibat yang tidak diinginkan akibat peningkatan
kepemilikan kendaraan bermotor. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah mengatur Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang dipungut oleh
pemerintah Indonesia. Ketika pencemar lingkungan dipaksa membayar atas
tindakannya yang merusak lingkungan, teknik PKB ini digunakan oleh pemerintah

daerah untuk mengganti biaya sosial yang disebabkan oleh eksternalitas negatif.



Oleh karena itu, pajak kendaraan bermotor menjadi sangat penting. Pajak
kendaraan bermotor, sebagai pajak daerah, memberikan kontribusi yang signifikan
terhadap kas daerah dan membantu mendukung pemerintahan daerah. Berikut ini

adalah beberapa cara daerah memperoleh manfaat dari pajak kendaraan bermotor:

Merupakan salah satu sumber pendapatan daerah.

b. Berguna untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan
pembangunan Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
Membantu peningkatan pendapatan kabupaten/kota.

d. Meningkatkan ketenangan dan kepastian hukum bagi wajib pajak.

Pulau Sumatera merupakan salah satu pulau di Indonesia dengan jumlah penduduk
bekerja terpadat kedua setelah Pulau Jawa dengan wilayah terbesar ketiga setelah
Pulau Papua dan Kalimantan. Pulau Sumatera menjadi konributor perekonomian
nasional terbesar ke dua setelah Pulau Jawa. Meski demikian ternyata Pulau

Sumatera masih mengandalkan Sumber Daya Alam (SDA)

Pada Pulau Sumatera terdapat 10 provinsi, diantaranya ada 5 provinsi yang
berpotensi besar dalam menyokong pembangunan terutama dalam penerimaan
pajak. Kelima provinsi tersebut yaitu Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan,

Lampung, dan Riau.
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Gambar 1.Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di 5 Provinsi Pulau Sumatera
Tahun 2015-2022



Akibat jumlah penduduk bekerja yang besar, maka akan mempengaruhi permintaan
penduduk, khususnya pada permintaan jumlah kendaraan bermotor baik beroda dua
maupun empat. Yang dimana jumlah kendaraaan bermotor mempengaruhi besar
kecilnya penerimaan pajak kendaraan bermotor di daerah tersebut. Penerimaan
pajak kendaraan bermotor dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor pertama yang
mempengaruhi penerimaan pajak kendaraan bermotor adalah jumlah kendaraan
bermotor.

Tabel 1. Data jumlah kendaraan bermotor di Pulau Sumatera tahun 2015-2022
(dalam ribu unit)

Provinsi Tahun
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Aceh 1.678 1.800 1908 2.034 2.157 2.205 2324 2445
Sumatera barat 1.908 2.021 2.143 2267 2.374 2421 2540 2.666
Sumatera selatan 2989 3.114 3290 3476 3.631 3.691 3.851 4.021
Lampung 3.053 3.191 3.328 3483 3.632 3.679 3.807 3.924
Riau 2.939 3.097 3.295 3.519 3.707 3.784 3993 4216

Sumber: BPS, 2024

Berdasarkan Tabel 1.1 jumlah kendaraan bermotor pada tahun 2015-2022 terus
mengalami peningkatan. Di tahun 2022 jumlah keseluruhuan kendaraan bermotor
mencapai 119.620.177 juta unit. Dengan demikian, maka adanya peningkatan
penggunaan kendaraan bermotor di tengah masyarakat akan memberikan dampak
dan peluang bagi penerimaan daerah yang berasal dari pajak kendaraan bermotor
(PKB). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Radiktya Nur Prawita
(2018) yang menyatakan jumlah kendaraan bermotor berpengaruh positif dan

signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Faktor selanjutnya yang diduga berpengaruh terhadap penerimaan pajak kendaraan
bermotor adalah jumlah penduduk bekerja, karena pajak bersifat wajib bagi
seseorang yang sudah bekerja, maka nantinya semakin besar jumlah penduduk

bekerja dapat meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor.



Tabel 2. Data jumlah penduduk bekerja di Pulau Sumatera tahun 2015-2021
(dalam ribu jiwa)

Provinsi Tahun
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Aceh 2.182 2.087 2.138 2.243 2256 2359 2361 2.39%

Sumatera Barat 2.184 2347 2344 2480 2.540 2.581 2.581 2.688
Sumatera Selatan 3695 3.894 3.942 4.012 3.968 4.091 4.179 4.289
Lampung 3.635 3.931 3.896 4.060 4.077 4.280 4.284 4.387

Riau 2.554 2765 2.781 2915 2.996 3.022 3.148 3.168
Sumber: BPS, 2024

Berdasarkan di atas dapat kita lihat jumlah penduduk bekerja di 5 Provinsi ini
mengalami peningkatan disetiap tahunnya, jumlah penduduk bekerja yang
meningkat akan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak kendaraan
bermotor. Hal ini sejalan dengan penelitian Said Habibie yang menyatakan bahwa
jumlah penduduk bekerja berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak

kendaraan bermotor.

Faktor lainnya yang diduga berpengaruh terhadap penerimaan pajak kendaraan

bermotor adalah indeks harga konsumen.

Tabel 3. Data jumlah indeks harga konsumen di 5 Provinsi Pulau Sumatera tahun
2015-2022 (dalam persen)

Provinsi Tahun
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Aceh 103.3 1033 1034 1034 1035 107.1 106.5 1153

Sumatera Barat 91.3 89.8 92.3 1004 102.2 104.2 106.8 117.7

Sumatera Selatan  89.08 100.8 104 100.2 102.2 103 105.5 110.6

Lampung 91.5 940 96.2 99.5 102.5 104.2 108.6 114.6

Riau 90.4 973 100.3 1004 102.8 103.9 106.7 114.05
Sumber: BPS, 2024

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa Indeks Harga Konsumen 5 Provinsi di
Sumatera memiliki nilai yang fluktuatif di setiap tahunnya. Indeks Harga
Konsumen (IHK) menggambarkan tentang pola konsumsi masyarakat serta dapat
menunjukkan keseimbangan antara penawaran dan permintaan barang dan jasa
(BPS, 2024). Indeks Harga Konsumen (IHK) yang terkendali menyebabkan harga-
harga barang dan jasa dapat dijangkau oleh masyarakat sehingga daya beli

masyarakat cenderung terjaga, Sedangkan, tak terkendalinya Indeks harga



konsumen dapat menyebabkan kenaikan harga barang yang dimana kendaraan
bermotor juga termasuk didalamnya, Hal tersebut dapat berpengaruh terhadap
penerimaan pajak kendaraan bermotor. Karena dengan menurunnya permintaan
jumlah kendaraan bermotor akan menyebabkan menurunnya penerimaan pajak

kendaraan bermotor.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Selamat Bamim (2002) dengan judul
berjudul Analisis Faktor-aktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah di
Propinsi Sumatera Selatan periode tahun 1990/1991 sampai dengan 1999/2000
yang menyatakan Indeks Harga Konsumen berpengaruh positif dan signifikan
terhadap penerimaan pajak kendaraan. Disisi lain,Muibi dan Sinbo (2013)
menyatakan tingkat Indeks harga konsumen memiliki pengaruh negatif terhadap
penerimaan pajak. Oleh karena itu, dengan adanya permasalahan tersebut perlu
dianalisis lebih lanjut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul
Determinan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Pulau Sumatera

Tahun 2015-2022.

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka rumusan masalah
dalam penelitian ini sebagai berikut:
1. Apakah jumlah kendaraan bermotor berpengaruh terhadap penerimaan
pajak kendaraan bermotor di 5 Provinsi Pulau Sumatera?
2. Apakah jumlah penduduk bekerja berpengaruh terhadap penerimaan pajak
kendaraan bermotor di 5 Provinsi Pulau Sumatera?
3. Apakah indeks harga konsumen berpengaruh terhadap penerimaan pajak
kendaraan bermotor di 5 Provinsi Pulau Sumatera?
4. Apakah jumlah kendaraan motor, jumlah penduduk bekerja, indeks harga
konsumen secara bersama-sama berpengaruh terhadap penerimaan pajak

kendaraan bermotor di 5 Provinsi Pulau Sumatera?



1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.

Untuk menjelaskan pengaruh jumlah kendaraan bermotor berpengaruh
terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di 5 Provinsi Pulau
Sumatera.

Untuk menjelaskan pengaruh jumlah penduduk bekerja terhadap
penerimaan pajak kendaraan bermotor di 5 Provinsi Pulau Sumatera.
Untuk menjelaskan pengaruh indeks harga konsumen terhadap penerimaan
pajak kendaraan bermotor di 5 Provinsi Pulau Sumatera.

Untuk mengidentifikasi pengaruh jumlah kendaraan motor, jumlah
penduduk bekerja, dan indeks harga konsumen, secara bersama-sama
berpengaruh terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di 5 Provinsi

Pulau Sumatera.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan :

1.

Bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman
terkait penerimaan pajak kendaraan bermotor di Pulau Sumatera. Juga
sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana ekonomi di
Universitas Lampung.

Bagi akademisi, penelitian ini sebagai bahan referensi bagi peneliti
selanjutnya terkait penerimaan pajak kendaraan bermotor di Pulau
Sumatera

Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan sebagai bahan kebijakan
pegambilan keputusan terutama dalam upaya peningkatan pajak kendaraan

bermotor di Pulau Sumatera.”



II. KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pajak

Pengertian Pajak

Tujuan perpajakan adalah untuk mendanai kegiatan negara sehingga warga
negaranya dapat menikmati standar hidup setinggi-tingginya, dan merupakan
persyaratan hukum bahwa individu atau badan membayar pajak kepada negara

tanpa menerima manfaat langsung apa pun sebagai imbalannya.

PJ.A. Andriani menyatakan dalam bukunya tahun 2009 "Waluyo" bahwa
perpajakan adalah bentuk kontribusi paksa ke kas negara yang jatuh tempo dan
harus dibayarkan sesuai dengan kinerja pengembalian, yang tujuannya adalah untuk
mendanai pengeluaran umum yang terkait dengan pelaksanaan tugas pemerintahan

di negara tersebut.

Ray M. Anderson mengutip "Tax Administration" karya Sommerfeld dalam
karyanya. Pengalihan dana dari sektor swasta ke sektor publik, yang dikenal sebagai
perpajakan, tidak muncul dari pelanggaran undang-undang administrasi
perpajakan, menurut Herschel M. dan Brock Horace R., yang mengutip Mohammad
Zain (2007). Agar pemerintah dapat melaksanakan tugasnya dalam mengatur
dirinya sendiri, hukum harus dilaksanakan sesuai dengan norma yang ditetapkan,

dan individu harus melepaskan imbalan langsung dan proporsional.

Siti (2014) menyatakan bahwa negara tidak secara langsung bertanggung jawab
untuk menyediakan layanan timbal balik guna menjaga kesejahteraan masyarakat
ketika mereka mengenakan pajak; sebaliknya, pajak merupakan kewajiban untuk
menyumbangkan sebagian kekayaan suatu negara sebagai respons terhadap
peristiwa, keadaan, atau tindakan tertentu; lebih jauh lagi, pajak tidak dapat

dipaksakan dan tidak dihukum atau dikenakan sanksi.
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Teori Pajak

Penyediaan barang-barang publik biasa dilakukan oleh pemerintah barangbarang
publik yang disediakan dan dilakukan oleh pemerintah yakni seperti jalan raya,
pertahanan nasional dan lain-lain.Sedangkan barang swasta juga dapat dilakukan
oleh pemerintah maupun swasta. Seperti kereta api, jasa penerbangan, dan lain-lain.
Barang-barang swasta tersebut bukan semata-mata murni hasil dari pihak swasta,
melainkan pihak pemerintah juga turut andil dalam pembiayaan atau anggaran
pembuatannya. Pihak swasta hanya menjadi pekerja dalam segala proyek

pembuatan barang-barang tersebut.

Teori Pigou membahas tentang penyediaan barang publik yang dibiayai dengan
pajak yang dipungut dari masyarakat. Menurut Pigou, barang publik harus
disediakan didalam suatu tempat dimana kepuasaan marginal masyarakat akan
publik sama besarnya dengan ketidakpuasan marginalnya akan pajak yang dipungut
dari mereka untuk membiayai program-program pemerintah akan barang publik.
Artinya semakin banyak anggaran yang dibutuhkan pemerintah untuk memenuhi
barang publik, maka tingkat kepuasaan marginal akan semakin menurun, dengan
kata lain akan menimbulkan marginal disustility, karena pastinya pemerintah
menarik pajak kepada mereka demi membangun barang tersebut. Sedangkan kita
tahu bahwa pajak adalah hal yang paling tidak disukai masyarakat. Pemerintah
diharapkan untuk memperkecil anggaran untuk membangun barang-barang publik

sehingga kesejahteraan masyarakat akan tercapai.

Namun adapun kelemahan analisa dari Pigou didasarkan pada ketidakpuasan
marginal masyarakat dalam membayar pajak dan rasa kepuasan marginal akan
barang publik, sedangkan kepuasan dan ketidakpuasan adalah sesuatu yang tidak

dapat diukur secara kuantitatif karena sifatnya ordinal.

Arti pajak dan barang publik telah dijelaskan secara singkat diatas, sebagaimana
kita ketahui bahwa manakala jumlah penerimaan pajak meningkat, maka
pendapatan suatu negara atau daerah akan meningkat, apalagi daerah yang tidak
mempunyai sumber daya alam yang memadai, maka pajak merupakan penerimaan
daerah yang potensial. Karena Indonesia menganut demokrasi sosialis barang

publik merupakan barang yang harus disediakan oleh pemerintah, karena pihak
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swasta tidak mau karena tidak mendapat keuntungan dari pembuatan fasilitas

umum yang gratis.

Dalam kondisi pendapatan pajak yang relative tinggi, maka secara teoritis untuk
membiayai fasilitas umum yang memadai maka pemerintah menggunakan pajak
untuk menjadi pembiayaan pembuatan fasilitas publik tersebut, bukan saja karena
masyarakat banyak membutuhkan fasilitas yang baik, tapi dari pihak pemerintah
juga menginginkan dengan fasilitas yang bagus maka dimungkinkan investor atau

wisatawan akan banyak yang mau datang kedaerah kita.

Pigou berpendapat bahwa barang publik harus disediakan sampai suatu tingkat
dimana kepuasan marginal akan barang publik sama dengan ketidakpuasan
marginal akan pajak yang dipungut untuk membiayai program pemerintah

(menyediakan barang publik).

Jenis-jenis Pajak
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah dapat

digolongkan menjadi dua macam yaitu :

a. Pajak daerah tingkat I atau pajak provinsi, terdiri atas :

1) Pajak Kendaraan Bermotor
Kendaraan yang digunakan untuk transportasi dikenakan pungutan yang
dikenal sebagai pajak kendaraan bermotor. Istilah "kendaraan bermotor"
mengacu pada kategori luas yang mencakup kendaraan beroda dan
bergandengan yang menempuh berbagai jenis rute darat dan digerakkan
oleh berbagai perangkat teknologi, seperti motor listrik atau perangkat lain,
yang menyimpan dan mengubah energi. Peralatan yang tidak terpasang
secara permanen dan membutuhkan roda dan mesin untuk beroperasi
dianggap sebagai peralatan berat. Kendaraan bermotor yang beroperasi di
atas air juga termasuk dalam kategori ini.

2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Biaya pengalihan kendaraan bermotor mencakup pajak, serta biaya yang
terkait dengan penjualan, pertukaran, hibah, warisan, dan pembentukan

badan usaha, serta biaya yang terkait dengan pengalihan kepemilikan



3)

4)

5)
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kendaraan bermotor yang disetujui bersama atau ditindaklanjuti secara
sepihak.

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pengguna kendaraan bermotor dikenakan pajak atas bahan bakar kendaraan
bermotor. Bahan bakar untuk kendaraan bermotor dapat berupa cairan atau
gas.

Pajak Air Permukaan

Siapa pun yang mengambil atau menggunakan air permukaan dikenakan
pajak air permukaan. Baik di laut maupun di darat, badan air apa pun yang
terlihat mengapung di permukaan dianggap sebagai air permukaan.

Pajak Rokok

Pemerintah mengenakan pajak rokok kepada mereka yang merokok.

. Pajak daerah tingkat ii atau pajak kabupaten/kota, terdiri atas :

1)

2)

3)

4)

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. “Hotel
adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa
terkait lainnya dengan dipunggut bayaran, yang mencakup juga motel,
losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah
penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari
10 (sepuluh).

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan
dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin,
warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah
semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang
dinikmati dengan dipungut bayaran.

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah
benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya
dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan,
mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang,
jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan,

dan/atau dinikmati oleh umum.



5)

6)

7)

8)

9)
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Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik
yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan
pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di
dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Mineral bukan logam
dan batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana yang
dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan
batu bara.

Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan
jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang
disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan
kendaraan bermotor. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan
yang tidak bersifat sementara.

Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air
tanah.Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di
bawah permukaan tanah.

Pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau
pengusahaan sarang burung walet. Burung walet adalah satwa yang
termasuk marga collocalia, yaitu collocalia fuchliap haga, collocalia

maxina, collocalia esculanta, dan collocalia linchi.

10) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi

dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh
orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan
usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bumi adalah permukaan
bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah
kabupaten/kota. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau
dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau

laut.

11) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pajak atas perolehan hak

atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan
adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya

hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.
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Fungsi Pajak
1. Fungsi budgetair (financial), memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas
negara, dengan tujuanuntuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.
2. Fungsi regulerend, mengatur pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur baik
masyarakat baik dibidang ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan

tertentu

Asas Pemungutan
Pajak Asas pemungutan pajak didasarkan pada tiga asas yaitu:

1. Asas domisili/Asas Tempat Tinggal (Negara berhak mengenakan pajak atas
seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya,
baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri).

2. Asas Sumber (Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang
bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak

3. Asas Kebangsaan (Pengenaan Pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu

negara).

2.1.2 Teori Kepatuhan

Menurut Taylor (2006), kepatuhan didefinisikan sebagai suatu tindakan atau
perbuatan yang dilakukan berdasarkan keinginan orang lain atau melakukan
apa-apa yang diminta oleh orang lain, kepatuhan mengacu pada perilaku yang
terjadi sebagai respons terhadap permintaan langsung dan berasal dari pihak
lain. Teori kepatuhan (Compliance Theory) dapat mendorong seseorang khususnya
wajib pajak untuk lebih mematuhi peraturan yang berlaku, yang kemudian memicu
wajib pajak untuk mengisi formulir Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar,
lengkap dan jelas, melakukan perhitungan dengan benar, melakukan pembayaran
tepat waktu, dan tidak pernah menerima surat teguran.
Dalam kaitannya dengan kepatuhan tersebut, maka kepatuhan wajib pajak
adalah ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya
sesuai dengan peraturan yang berlaku. Umumnya kepatuhan wajib pajak diukur dari
ketaatannya dalam membayar dan melaporkan pajaknya, apakah telah dilakukan

dengan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku (Hidayatulloh, 2013).
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Dalam hal peningkatan penerimaan pajak bergantung salah satunya kepada tingkat
kepatuhan para wajib pajak. Wajib pajak patuh bukan berarti wajib pajak yang
membayar pajak dalam nominal besar dan tertib melaporkan pajaknya melalui SPT,
melainkan wajib pajak yang mengerti, memahami dan mematuhi hak dan
kewajibannya dalam bidang perpajakan, selanjutnya tinggi rendahnya wajib pajak
dalam mematuhi kewajiban dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya
adalah kesadaran wajib pajak, Pemahaman tentang pajak serta kesungguhan wajib
pajak untuk melaporkan dan membayar kewajiban perpajakannya dapat
mencerminkan tingkat kesadaran wajib pajak meningkatkan pengetahuan
masyarakat tentang perpajakan melalui pendidikan akan membawa dampak positif

terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar perpajakannya.

2.1.3 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang
dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. Pendapatan Asli Daerah perlu ditingkatkan dan diperluas
pemungutannya mengingat dimasa yang akan datang fungsi PAD akan lebih
dominan dibandingkan dengan dana bantuan dari pusat (DAK dan DAU) dalam

pembangunan daerah.

Menurut Koswara (2000) ciri utama yang menunjukkan suatu daerah mampu
berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerahnya, artinya daerah otonom
harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber
keuangan sendiri sedang ketergantungan dengan pemerintah pusat harus seminimal
mungkin, sehingga PAD harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung
oleh kebijakan pembagian keuangan pusat dan daerah sebagai prasarat mendasar

sistem pemerintahan daerah.

Pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 yaitu sumber
keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri
dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah
yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sedangkan menurut
Nurcholis (2007), pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah

dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-
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lain yang sah. Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli

daerah adalah semua penerimaan keuangan suatu daerah, dimana penerimaan

keuangan itu bersumber dari potensi-potensi yang ada di daerah tersebut misalnya

pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain, serta penerimaan keuangan tersebut

diatur oleh peraturan daerah.

Pendapatan Asli daerah (PAD) terdiri dari :

1)

2)

3)

Hasil Pajak Daerah

Hasil pajak daerah yaitu Pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan
oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik.
Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah yang
hasilnya digunakan untu pengeluaran umum yang balas jasanya tidak langsung
diberikan sedang pelaksanannya bisa dapat dipaksakan.

Hasil Retribusi Daerah

Yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai
pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau karena memperoleh
jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah bersangkutan.Retribusi
daerah mempunyai sifat-sifat yaitu pelaksanaannya bersifat ekonomis,ada
imbalan langsung walau harus memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan
materiil, tetapi ada alternatif untuk mau tidak membayar, merupakan pungutan
yang sifatnya budgetetairnya tidak menonjol, dalam hal-hal tertentu retribusi
daerah adalah pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah
daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat.

Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan.

Hasil perusahaan milik daerah merupakan pendapatan daerah dari keuntungan
bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian
untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan
daerah yang dipisahkan,sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka
sifat perusahaan dareah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat
menambah pendapatan daerah, memberi jasa, menyelenggarakan kemamfaatan

umum, dan memperkembangkan perekonomian daerah.
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4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan-pendapatan yang
tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusli daerah, pendapatan
dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat yang pembuka
bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik
berupa materi dalam kegitan tersebut bertujuan untuk menunjang,
melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan daerah disuatu bidang

tertentu.

2.1.4 Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan
semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis
jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan
lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi
tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan
alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak

melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Dalam pelaksanaan pemungutannya dilakukan di kantor bersama dengan
SAMSAT. Kantor bersama SAMSAT ini melibatkan tiga instansi pemerintah,
yaitu: Badan Pendapatan Daerah, Kepolisian Daerah Republik Indonesia, dan PT.
(Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja. Objek pajak kendaraan bermotor adalah
kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Subjek pajak kendaraan
bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai
kendaraan bermotor. Wajib pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau
badan yang memiliki kendaraan bermotor. Dalam hal wajib pajak badan, kewajiban

perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut.

2.2 Penelitian Terdahulu
Tabel 4. Daftar Peneliti Terdahulu

No Penelti Judul Alat Analisis Hasil
1 Dwi Ajeng Analisis Faktor- Variabel Hasil  penelitian  ini
Kartini faktor yang menunjukkan bahwa

Apriliyanti, Mempengaruhi jumlah kendaraan
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No Penelti Judul Alat Analisis Hasil
Harianto, & Penerimaan Pajak Pajak memiliki pengaruh
Dedi Budiman Kendaraan Kendaraan positif dan signifikan
Hakim Bermotor di Bermotor sedangkan jumlah
(2021) Provinsi Jumlah penduduk bekerja,

Kalimantan pendqduk PDRB per kapita, Indeks
Selatan bekerja harga konsumen dan
Jumlah . o
sistem pajak tidak
Kendaraan .
Bermotor berpengaruh 51gn.1ﬁkan
PDRB Per terhadap penerimaan
kapita pajak kendaraan
Indeks harga bermotor di Provinsi
konsumen Kalimantan
Sistem Pajak Selatan.
Metode
Analisis
Regresi Data
Panel
2 Said, Habibie =~ Analisis  Faktor- Variabel Hasil penelitian
Faktor Yang Pajak menunjukkan ~ bahwa
(2021) Mempengaruhi Kendaraan secara simultan target
Penerimaan Pajak Bermotor pajak kendaraan
Kendaraan Jumlah bermotor, jumlah
Bermotor Di penduduk penduduk bekerja, dan
Provinsi S bekerja jumlah kendaraan
rovinsl Sumatera
Jumlah bermotor  berpengaruh
Utara Kendaraan signifikan terhadap
Bermotor penerimaan pajak
kendaraan bermotor di
Provinsi Sumatera Utara
Metode dengan diperoleh hasil
perhitungan dan ketika
Analisis dianalisis secara parsial
Regresi Linier tarif pajak, jumlah
Berganda penduduk bekerja, dan
jumlah kendaraan
bermotor  berpengaruh
positif terhadap terhadap
penerimaan pajak
kendaraan bermotor di
Provinsi Sumatera
Utara.

3 [zzuddin, Faktor-Faktor Variabel Hasil penelitian
Danar Yang Pajak menunjukkan bahwa
(2021) Mempengaruhi Kendaraan Jumlah penduduk

Penerimaan Pajak Bermotor bekerja berpengaruh
Kendaraan signifikan terhadap
Bermotor Di penerimaan Pajak
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No Penelti Judul Alat Analisis Hasil
Kabupaten Jumlah Kendaraan Bermotor di
Malang. penduduk Kabupaten Malang,
bekerja begitu juga pada Jumlah
Jumlah kendaraan bermotor
Kendaraan berpengaruh signifikan
Bermotor terhadap penerimaan
Pendapatan Per Pajak Kendaraan
Kapita Bermotor di Kabupaten
Malang. Sedangkan
Pendapatan per Kkapita
Metode berpengaruh tidak
signifikan terhadap
Analisis penerimaan Pajak
Regresi Linier Kendaraan Bermotor di
Berganda Kabupaten Malang
4  Radiktya, Nur Faktor-Faktor Variabel Hasil  penelitian  ini
Prawita yang Jumlah menujukkan bahwa
(2018) Mempengaruhi pendqduk menunjukkan  bahwa
Penerimaan Pajak Dekerja variabel jumlah
Kendaraan Jumlah penduduk bekerja
Bermotor Kendaraan berpengaruh positif dan
. Bermotor o
Di Daerah signifikan terhadap
. PDRB per .
Istimewa kapita penerimaan PKB,
Yogyakarta Transportasi jumlah kendaraan
Periode 1999-2016 ppRrB Per bermotorberpengaruh
Kapita positif dan signifikan
terhadap  penerimaan
PKB, PDRB per kapita
Metode transportasi berpengaruh
positif dan signifikan
Analisi§ o terhadap  penerimaan
Regresi Linier pgB sementara PDRB
Berganda

per kapita berpengaruh
negative dan signifikan
terhadap  penerimaan
PKB.
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No Penelti Judul Alat Analisis Hasil
5 Fiona Febriani Analisis Faktor- Variabel Hasil penelitian
BR. Marpaung Faktor Yang Jumlah menunjukkan bahwa
(2017) Mempengaruhi penduduk jumlah penduduk
Pendapatan Pajak bekerja bekerja, jumlah
Kendaraan Jumlah kendaraan bermotor, dan
Bermotor Dengap kendaraan investasi  berpengaruh
PDRB Sebagai bermoto'r positif dan signifikan
Variabel Investasi terhadap Pajak
Moderating Di PKB
Kendaraan Bermotor.
Sumatera Utara.
Metode
Analisis
Regresi
Berganda

2.3 Kerangka Pemikiran

Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu bagian penting dalam faktor
penerimaan atau pendapatan bagi sebuah negara. Karena peran daripada
penerimaan pajak kendaraan bermotor sangat besar nilai pendapatannya, sehingga
sangat membantu untuk sektor penerimaan pajak. Oleh karena inilah mengapa
negara menggunakan pajak kendaraan bermotor sebagai salah satu sektor yang bisa
membantu tumbuhnya perekonomian dengan cara mengutip pajak kendaraan

bermotor.

Dalam penelitian ini, terdapat 3 variabel independen yang ingin dilihat pengaruhnya
terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di Pulau Sumatera yaitu jumlah
kendaraan bermotor, jumlah penduduk bekerja, dan Indeks harga konsumen .

Berdasarkan hal tersebut, dapat digambarkan:

Jumlah Kendaraan
Bermotor

Jumbah penduduk ) Pajak Kendaraan
bekerja Bermotor
()
Indeks Harga /

Konsumen (IHK)

Gambar 2. Kerangka Pemikiran
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2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan kerangka pemikiran yang telah diuraikan

sebelumnya, maka hipotesis dari penelitian ini

1. Diduga jumlah kendaraan bermotor berpengaruh terhadap penerimaan pajak
kendaraan bermotor di 5 Provinsi pada Pulau Sumatera.

2. Diduga jumlah penduduk bekerja berpengaruh terhadap penerimaan pajak
kendaraan bermotor di 5 Provinsi pada Pulau Sumatera.

3. Diduga indeks harga konsumen berpengaruh terhadap penerimaan pajak
kendaraan bermotor di 5 Provinsi pada Pulau Sumatera.

4. Diduga jumlah kendaraan motor, jumlah penduduk bekerja, indeks harga
konsumen secara bersama-sama berpengaruh terhadap penerimaan pajak

kendaraan bermotor di 5 Provinsi pada Pulau Sumatera.



III. METODELOGI PENELITIAN

3.1 Subjek dan Objek Penelitian

Pada penelitian ini variabel dependen yang digunakan adalah Penerimaan Pajak
Kendaraan Bermotor (PKB), sedangkan variabel independen yang digunakan
adalah jumlah kendaraan bermotor, jumlah penduduk bekerja, dan indeks harga
konsumen. Daerah penelitian yang digunakan adalah 5 Provinsi yang berada di
Pulau Sumatera, yang termasuk ke dalam 5 Provinsi dengan jumlah penduduk

bekerja terbesar.

3.2 Jenis dan Sumber Data
Pada penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yang diperoleh

melalui BPS, juga sumber lain yang terkait dengan penelitian ini.

3.3 Definisi Operasional Variabel
Definisi operasional variabel menunjukkan definisi dari variabel yang digunakan
dalam penelitian. Definisi operasional dari variabel terikat dan variabel bebas yang

dijadikan indikator empiris dalam penelitian ini, yaitu:

Tabel 5. Definisi Operasional Variabel

Variabel Konsep Indikator

(satuan)

Jumlah Setiap kendaraan yang mempergunakan (Unit)
Kendaraan tenaga mesin sebagai intinya untuk
Bermotor bergerak atau berjalan, kendaraan ini
biasanya dipergunakan untuk

pengangkutan orang dan barang atau
sebagai alat transportasi akan tetapi
kendaraan tersebut bukan yang berjalan di
atas rel seperti kereta api.

Jumlah Sejumlah manusia baik secara individu (Jiwa)
penduduk maupun kelompok yang menempati
bekerja wilayah atau negara tertentu minimal dalam

jangka waktu satu tahun pada saat
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Variabel Konsep Indikator
(satuan)
dilaksanakan pendataan atau sensus
penduduk, serta dalam usia produktif dan
memiliki pekerjaan.
Indeks Harga Sebuah indikator ekonomi yang mengukur (Poin)
Konsumen perubahan rata-rata harga barang dan jasa
yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam
periode tertentu.
Penerimaan  Pajak  atas  kepemilikan  dan/atau (Milyar)
Pajak penguasaan kendaraan bermotor.
Kendaraan
Bermotor

3.4 Metode Analisis Data
3.4.1 Alat Analisis

Alat analisis digunakan untuk menjawab permasalahan/hipotesis dalam

penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis regresi.

3.4.2 Model Penelitian

Faktor-faktor yang mempengaruhi pajak kendaraan bermotor

digambarkan dengan fungsi sebagai berikut :
Ln(PKBit)=Ln po+ p1iLn(JKB)it+ B2Ln(JPBit )+ B3IHKit + pit

Keterangan :

PKB : Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor
JKM : Jumlah Kendaraan Bermotor

JPB : Jumlah Penduduk Bekerja

IHK : Indeks Harga Konsumen

1 : cross section

t : time series

Bo : konstanta

B1, P2, ...dst : koefisien regresi

il : error term

dapat
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3.4.3 Model Analisis

1) Uji Asumsi Klasik

a) Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk meilihat apakah nilai residual terdistribusi normal
atau tidak. Dalam model regresi nilai residual yang terdistribusi normal merupakan
suatu syarat yag harus dipenuhi. Uji normlitas dalam penelitian ini menggunakan
metode jarque-Bera. Jika nilai nilai Jarque-Bera < chi square, dan jika nilai
probabilitas > a = 5% maka data terdistribusi normal. Berdasarkan hal ini, hipotesis

uji normalitas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

e Ho=Jika nilai nilai Jarque-Bera < chi square, dan jika nilai probabilitas > a
= 5% (terdistribusi normal)
e H, = Jika nilai nilai Jarque-Bera < chi square, dan jika nilai probabilitas > a

= 5% (tidak terdistribusi normal)

b) Uji Heteroskedastisitas

Menurut Widarjono (2018) metode OLS mengasumsikan bahwa variabel gangguan
memiliki rata-rata nol atau atau memiliki varians yang konstan dan variabel
gangguan tidak saling berhubungan (homokedastisitas), sehingga menghasilkan
estimator OLS yang BLUE. Heteroskedastisitas terjadi apabila dalam persamaan
regresi variabel gangguan memiliki varians yang tidak konstan. Uji
heteroskedastisitas digunakan untuk melihat apakah dalam model persamaan
regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual pengamatan satu ke pengamatan

lain.

Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji Breusch Pagan. Uji
dilakukan dengan membandingkan nilai alpha 0,05 dengan nilai probabilitas
variabel bebas. Apabila nilai probabilitas variabel bebas lebih besar dari alpha 0,05
maka tidak terdapat masalah heteroskedastiditas. Berdasarkan hal ini, hipotesis uji

heteroskedastisitas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

e Hj=nilai probabilitas variabel bebas > alpha 0,05 (homokedastisitas)

e H, = nilai probabilitas variabel bebas > alpha 0,05 (heterokedastisitas)
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2) Estimasi Regresi Data Panel

Menurut Widarjono, dalam analisis model data panel, ada 3 pendekatan yang terdiri
dari Pendekatan Common Effect Model, Pendekatan Fixed Effect Model, dan
Pendekatan Random Effect Model yang digunakan untuk mengestimasi parameter

model dengan data panel, yaitu sebagai berikut:

a) Pendekatan Common Effect Models (CEM) atau Pooled Least Square (PLS)

Pendekatan CEM atau PLS hanya mengkombinasikan data time series dan data
cross section tanpa melihat perbedaan antarwaktu dan model, sehingga model ini
dapat dikatakan sebagai model yang paling sederhana. Dalam pendekatan CEM
tidak memperhatikan dimensi individu maupun waktu, maka dalam berbagai waktu
diasumsikan perilaku data adalah sama. Untuk mengestimasi model data panel ini

digunakan metode Ordinary Least Squares (OLS).

b) Pendekatan Fixed Effect Model (FEM)

Pendekatan Fixed Effect Model (FEM) merupakan model dengan intercept berbeda-
beda untuk setiap subjek (cross section), tetapi slope setiap subjek tidak berubah
seiring waktu (Gujarati, 2012). Model ini mengasumsikan adanya perbedaan
intercept pada setiap subject sedangkan slope tetap sama antar subjek. Untuk
membedakan antara satu subjek dengan subjek lainnya digunakan variabel dummy.

Model ini seringkali disebut dengan model Least Square Dummy Variables

(LSDV).”

c¢) Pendekatan Random Effect Model (REM)

Dalam pendekatan Random Effect Model, perbedaan karakteristik individu dan
waktu diakomodasikan dengan error dari model. Mengingat terdapat dua komponen
yang mempunyai kontribusi pada pembentukan error yaitu individu dan waktu,
maka pada metode ini perlu diuraikan menjadi error dari komponen individu, error

untuk komponen waktu dan error gabungan.

3) Pemilihan Metode Estimasi Data Panel
Sebelum melakukan estimasi regresi data panel, ada beberapa teknik yang dapat
dilakukan untuk memilih model yang baik yang dapat digunakan untuk

mengestimasi regresi data panel. Tiga teknik tersebut adalah :
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a) Uji Likehood (uji f- Statistik)

Uji ini bertujuan untuk memilih model terbaik antara Fixed Effect Model (FEM)
dengan model Common Effect Model (CEM). Hipotesis dalam uji Likehood (Uji
f-statistik) adalah sebagai berikut :

Ho : Common Effect Model (CEM)
Ha : Fixed Effect Model (FEM)

Jika dari hasil pengujian didapatkan nilai :

e P-value < alpha (0,05) , maka Ho ditolak. Sehingga, Fixed Effect Model
(FEM) terpilih menjadi model terbaik.

e P-value > alpha (0,05) , maka Ho diterima. Sehingga, Common Effect Model
(CEM) terpilih menjadi model terbaik.

b) Uji Hausman
Uji ini bertujuan untuk menentukan model terbaik antara Fixed Effect Model (FEM)
atau Random Effect Model (REM).

Hipotesis yang digunakan dalam uji hausman yaitu sebagai berikut

Ho : Random Effect Model (REM)
H. : Fixed Effect Model (FEM)

Jika dari hasil pengujian didapatkan nilai :
e Cross section random > chi-square tabel, maka Ho ditolak. Sehingga, Fixed
Effect Model (FEM) terpilih menjadi model terbaik.
e Cross section random < chi-square tabel, maka Ho diterima.Sehingga,

Random effect model (REM) terpilih menjadi model yang terbaik.

c¢) Lagrange Multiplier (LM)

Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah model Random Effect atau model
Common Effect (OLS) yang paling tepat digunakan. Uji signifikasi Random Effect
Model (REM) dikembangkan oleh Breusch Pagan. Metode Breusch Pagan untuk
uji signifikasi Random Effect Model didasarkan pada nilai residual dari metode

Ordinary Least Square (OLS). Uji Lagrange Multiplier digunakan apabila dalam
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uji Chow model yang terpilih adalah Common Effect Model, sedangkan pada uji
Hausman menunjukan model yang paling tepat adalah Random Effect Model.
Sehingga uji LM digunakan sebagai uji terakhir untuk menentukan model Common

Effect atau Random Effect yang paling tepat untuk digunakan.
Hipotesis dalam uji Lagrange Multiplier (LM) adalah sebagai berikut :

Ho : Common Effect Model
Ha : Random Effect Model

Jika dari hasil pengujian didapatkan nilai :

e Jika LM statistik > chi-square tabel, maka Hy ditolak. Sehingga, Random
Effect Model (REM) terpilih menjadi model terbaik.
e Jika LM statistik < chi-square table, maka Ho diterima . Sehingga, Common

Effect Model (CEM) terpilih menjadi model terbaik.

4) Pengujian Hipotesis
a) Uji Signifikansi (Uji t)
Uji t merupakan uji yang dilakukan untuk mengetahui apakah secara individu
variabel-variabel independen dapat berpengaruh signifikan terhadap variabel
dependen. Hipotesis dalam uji t adalah sebagai berikut

Ho ; B1 = 0 (tidak ada pengaruh)

Ha ; B1 <0 (ada pengaruh negatif)
Sehingga dapat dibuat kesimpulan jika menggunakan Uji-t yaitu;

e Nilai t-hitung > nilai t-tabel, maka Ho ditolak. Artinya variabel independen
berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
¢ Nilai t-hitung < nilai t-tabel, maka Ho diterima. Artinya variabel independen

tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Pengujian hipotesis untuk masing-masing variabel adalah sebagai berikut:
e Hipotesis Jumlah Kendaraan Bermotor
Perumusan hipotesis secara statistik menjadi:
Ho : B1 = 0 ( Hipotesis nol menyatakan bahwa jumlah kendaraan bermotor

berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor )
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H. : B1 > 0 ( Hipotesis alternatif menyatakan bahwa jumlah kendaraan bermotor
berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan

bermotor )

e Hipotesis Jumlah penduduk bekerja

Perumusan hipotesis secara statistik menjadi :

Ho : B1 = 0 (Hipotesis nol menyatakan bahwa jumlah penduduk bekerja
berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor )

Ha : B1 > 0 (Hipotesis alternatif menyatakan bahwa jumlah penduduk bekerja
berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan

bermotor )

e Hipotesis Indeks harga konsumen

Perumusan hipotesis secara statistik menjadi:

Ho: B1 = 0 (Hipotesis nol menyatakan bahwa Indeks harga konsumen
berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor)

Ha: B1 > 0 (Hipotesis alternatif menyatakan bahwa Indeks harga konsumen
berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan

bermotor)

b) Uji Kelayakan Model (Uji f)

Uji f dilakukan untuk menguji apakah seluruh variabel independen secara bersama-

sama memliki pengaruh signifikan terhaap variabel dependen. Apabila f-hitung

lebih besar dari nilai f-kritis maka variabel variabel independen secara keseluruhan

berpengaruh terhadap variabel dependen. Begitupula sebaliknya, apabila f-hitung

lebih kecil dari nilai f-kritis maka variabel-variabel independen secara keseluruhan

tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Hipotesis dalam uji f adalah sebagai

berikut :

Ho ; B1 = B2 = B3 = 0 (tidak ada pengaruh)
Ha; B1 # B2 # B3 # 0 (ada pengaruh)
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Sehingga dapat dibuat kesimpulan jika menggunakan Uji f yaitu;

e Nilai f-hitung > nilai f-tabel, maka Hy ditolak. Artinya secara bersama-sama
variabel independen mempengaruhi variabel dependen.
e Nilai f-hitung <nilai f-tabel, maka Hy diterima. Artinya secara bersama-sama

variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen.

¢) Koefisien Determinansi (R?)

Koefisien determinansi (R?) digunakan untuk mengukur seberapa besar proporsi
variabel dependen dapat dijelaskan oleh semua variabel independen. Koefisien
Determinansi (R?) nilainya antara 0 (nol) sampai 1 (satu). Semakin besar nilai
koefisien determinasi atau semakin mendekati nilai 1 (satu) maka variabel-variabel

independen lebih mampu menjelaskan variabel dependennya.



5.1

V. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil perhitungan dan pembahasan di bab sebelumnya, diperoleh

simpulan sebagai berikut:

1.

Hasil penelitian menunjukkan secara parsial variabel jumlah kendaraan
bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak
kendaraan bermotor 5 Provinsi di Pulau Sumatera. Hasil uji ini artinya kenaikan
jumlah kendaraan bermotor menyebabkan kenaikan penerimaan pajak
kendaraan bermotor 5 Provinsi di Pulau Sumatera. Hal ini disebabkan karena
jumlah kendaraan bermotor merupakan faktor yang sangat penting karena
penerimaan pajak kendaraan bermotor diperoleh dari hasil perkalian antara
jumlah kendaraan bermotor dengan biaya pembayaran pajak kendaraan
bermotor, sejalan dengan jumlah kendaraan bermotor 5 Provinsi di Pulau
Sumatera tahun 2015 hingga tahun 2022 yang terus mengalami peningkatan di

setiap tahunnya.

. Hasil penelitian menunjukkan secara parsial variabel jumlah penduduk bekerja

berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan
bermotor 5 Provinsi di Pulau Sumatera. Artinya, kenaikan jumlah penduduk
bekerja akan menyebabkan penurunan penerimaan pajak kendaraan bermotor 5
Provinsi di Pulau Sumatera secara drastis. Hal ini berarti semakin tinggi jumlah
penduduk bekerja, belum tentu akan meningkatkan penerimaan pajak
kendaraan bermotor, hal ini disebabkan karena penduduk yang bekerja selaku
wajib pajak tidak menjalankan kewajibannya yaitu membaya pajak kendaraan

bermotor.

Hasil penelitian variabel Indeks harga konsumen berpengaruh positif dan tidak

signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor 5 Provinsi di Pulau
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Sumatera. Hasil uji ini artinya, dampak indeks harga konsumen terhadap
penerimaan pajak kendaraan bermotor tidak memiliki pengaruh yang besar. Hal
ini dikarenakan walau pajak yang bersifat memaksa tetapi pendapatan
masyarakat berkurang akibat kenaikan harga barang dan jasa menyebabkan
konsumsi masyarakat menurun, sehingga indeks harga konsumen ini naik atau

turun tidak terlalu berdampak pada penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Hasil penelitian menunjukkan secara simulthan variabel jumlah kendaraan
bermotor, jumlah penduduk bekerja, dan Indeks harga konsumen positif dan
signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor 5 Provinsi di Pulau
Sumatera. Artinya, secara bersama sama seluruh variable pada penelitian ini
yaitu jumlah kendaraan bermotor, jumlah penduduk bekerja, dan IHK akan
mempengaruhi penerimaan pajak kendaraan bermotor secara positif dan

signifikan.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, saran-saran yang dapat diberikan
peneliti sebagai berikut:

1.

Pada penelitian ini jumlah penduduk yang bekerja serta jumlah kendaraan
bermotor di 5 Provinsi di Pulau Sumatera tidak diiringi dengan meningkatnya
jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor. Oleh sebab itu, diharapkan untuk
pemeritah dapat melalukan beberapa upaya diantaranya melakukan gencarnya
melakukan sosialisasi mengenai pentingnya membayar pajak kepada
masyarakat. Kemudian, upaya lain yang perlu dilakukan iyalah dengan
kebijakan pemungutan pajak kendaraan bermotor melalui sistem pembayaran
pajak yang lebih mudah. Selain itu, pemerintah memberikan kebijakan terkait
pemberian insentif pembebasan denda pajak kendaraan bermotor baik secara
online maupun offline. Dan terakhir adalah dengan melakukan penertiban
terhadap wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotor
dengan melakukan razia maupun memberikan surat tilang.

Setelah melakukan penelitian ini, dan diperoleh hasil jumlah penduduk bekerja
memiliki pengaruh yang negatif terhadap penerimaan pajak. Adapun saran yang

dapat diberikan oleh peneliti ialah dengan menggiatkan sosialisasi pembayaran
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pajak dengan menggunakan E-Samsat baik melalui media sosial, spanduk,
maupun media elektronik,hal tersebut perlu dilakukan karena mungkin
beberapa wajib pajak belum mengetahui layanan ini. Sehingga penduduk yang
bekerja juga dapat melakukan pembayaran pajak melalui jarak jauh dan tidak

perlu dating ke kantor Samsat.
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